KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas Berkat dan RahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJiP) Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun. Laporan ini disusun dalam rangka
memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD dalam waktu
satu tahun. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian
kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan
bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Talaud  disusun dengan mengacu pada  Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan
Program/Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta Rencana
Strategis Sekretariat DPRD tahun 2020 — 2025.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam penyajian
maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu kami tetap mengharapkan
berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Talaud bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten
Kepulauan Talaud pada umumnya.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
semua pihak yang telah bersama-sama membantu kami dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab di Sekretariat DPRD yang mendukung penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melonguane, Januari 2023

BRARIS DPRD,
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PEMBINA TINGKAT |
NIP. 19770915 200212 1 003
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022 merupakan LKJiP kedua dalam rentang
waktu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJiP) Sekretariat DPRD Tahun 2022 merupakan suatu wujud akuntabilitas
pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 yang telah
ditetapkan melalui Penetapan Kinerja 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun
Anggaran 2022 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk
memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan
selama Tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dituntut adanya performen
pemerintahan yang kredibel sehingga dibutuhkan adanya sebuah dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang komprehensip, mengadopsi kepentingan
banyak pihak, dapat diterapkan sekaligus memiliki visi dan misi yang jelas. Dalam
mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip :

1. Adanya komitmen antara pimpinan dan seluruh staf Sekretariat DPRD;

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan yang berlaku;

Dapat meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

4. Berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang
diperoleh;

5. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan
manajemen instansi pemerintah dalam bentuk metode dan teknik;

6. Pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, Sekretariat
DPRD menyusun beberapa Program di Tahun 2022 yang tertuang dalam Renstra
Sekretariat DPRD, yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Dari dua program tersebut, secara umum dapat dilihat bahwa sasaran yang
dicapai berdasarkan target yang ditetapkan mencapai 88,27%. Ini menunjukkan
bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten

Kepulauan Talaud dapat dikatakan berhasil.
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Terdapat beberapa Indikator-indikator sasaran yang belum sepenuhnya
tercapai 100% tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
khususnya Sekretariat DPRD untuk berusaha lebih keras dimasa mendatang guna
mewujudkan sasaran-sasaran yang belum sepenuhnya berhasil.

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2022 ini telah
memberi pelajaran yang berharga bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Berbagai langkah
antisipatif akan ditempuh sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan

masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
mempunyai Tugas dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam
pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara,
pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi
Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkankepadanya berdasarkan
perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Kinerja Instansi
Pemerintah dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya
sebagai salah satu instrument untuk menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel
sehingga dapat beroperasi secara efektif dan responsive terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan
terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyempurnaan
tersebut, Instansi Pemerintah wajib membuat Rencana Strategi (Strategi Plan),
Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement)
serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Sekretariat DPRD
Tahun 2022 dimaksud sebagai perwujudan peran serta Sekretariat DPRD untuk
mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan Visi dan Misi
yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2022
juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki Kinerja Sekretariat DPRD di tahun

yang akan datang.
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1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama organisasi dan penetapan kinerja organisasi
pada Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menilai
dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat DPRD.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa
rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan

strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD.

1.3. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016, terdiri dari :
1) Sekretaris DPRD
2) Bagian Administrasi Kesekretariatan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Protokoler;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3) Bagian Kajian dan Legislasi, terdiri dari :
a. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundangan;
b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
4) Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan Penganggaran, terdiri dari :
a. Sub Bagian Persidangan dan Penganggaran;
b. Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan.

5) Jabatan Fungsional

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat  DPRD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesekretariatan DPRD. Sekretariat DPRD
dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris DPRD yang dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada pimpinan DPRD dan secara adminstratif bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
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c. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

1.4.1.

1.4.2.

Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

. Mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat DPRD dengan

memberikan arahan kepada Kepala Bagian dengan mengacu pada RPJPD,
RPJMD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif

serta ketentuan yang berlaku;

. Merumuskan kebijakan dalam memperlancar tugas kegiatan DPRD;

. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala priorisa

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. Mengkoordinasikan urusan rumah tangga, tata usaha, kepegawaian,

keuangan dan perlengkapan DPRD;

. Mengkoordinasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;

Memberikan saran dan atau pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD;

. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

. Membina bawahan dalam pencapaian program kerja dengan memberikan

petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas
jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang
berlaku;

Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan Karier;

. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan dan pimpinan sesuai

tugas pokok dan fungsinya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan DPRD kepada pimpinan DPRD;

.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas administrative kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Kesekretariatan

Bagian Administrasi Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam pemberian dukungan

administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD. Kepala Bagian

Administrasi Kesekretariatan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
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1). Sub Bagian Tata Usaha dan Protokoler

Sub Bagian Tata Usaha dan Protokoler mempunyai tugas membantu Kepala
Bagian  Administrasi  Kesekretariatan dalam  memberikan  pelayanan
ketatausahaan, kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan
dokumentasi.
2). Sub Bagian Perencanaan dan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas membantu
Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan dalam penyusunan rencana program
kegiatan dan RKA, pelaporan kegiatan dan keuangan serta melakukan

administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD.

1.4.3. Bagian Kajian dan Legislasi

Bagian Kajian dan Legislasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam pemberian dukungan tugas
dan fungsi DPRD di Bidang Hukum dan Persidangan.
1). Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundangan

Sub bagian Kajian Hukum dan Perundangan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang bertugas membantu Kepala Bagian Kajian dan Legislasi dalam
menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di Bidang Kajian Hukum dan
Perundangan.
2). Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Kajian dan Legislasi
dalam menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di Bagian Persidangan dan Risalah.

1.4.4. Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan Penganggaran

Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam
pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di Bidang
Pengawasan dan Penganggaran.
1). Sub Bagian Persidangan dan Penganggaran

Sub Bagian Persidangan dan Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian mempunyai tugas membantu Kepala bagian Dukungan Bidang
Pengawasan dan Penganggaran dalam menyiapkan bahan pembinaan dan
pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang

Persidangan dan Penganggaran.
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2). Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan

Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian dan bertugas membantu Kepala Bagian Dukungan Bidang
Pengawasan dan Penganggaran dalam menyiapkan bahan pembinaan dan
pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang

Penyelenggaraan Pengawasan.

1.4.5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya;

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;

c. Jumlah Jabatan Fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaannya distur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Sekretariat DPRD Kab. Kepl. Talaud

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR TAHUN 2016

TANGGAL : DESEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KAB. KEPL. TALAUD

STRUKTUR SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS DPRD

r
KELOMPOK BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN KAJIAN DAN BAGIAN DUKUNGAN BIDANG
JABATAN FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN LEGISLASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN
| | SUB BAGIAN TATA USAHA | [] SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM | | SUB BAGIAN PERSIDANGAN
DAN KEPROTOKOLERAN DAN PERUNDANGAN DAN PENGANGGARAN
| |SUB BAAGIAN PERENCANAAN| | | SUB BAGIAN PERSIDANGAN SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN

DAN RISALAH N PENGAWASAN

DAN PROGRAM
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1.5.

LANDASAN HUKUM

Peraturan  perundang-undangan yang melatarbelakangi  penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten

Kepulauan Talaud Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintabh;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh;

10) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2005-2025;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Talaud;
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12) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerabh;

1.6. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Talaud, Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud sampai 31 Desember 2022 didukung oleh Sumber Daya Aparatur sejumlah 26
(Dua Puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berikut ini klasifikasi Pegawai
Negeri Sipil di Sekretariat DPRD posisi sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 1.6.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Jabatan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud per 31 Desember 2022

ESELON ESELON

NO URAIAN ESELON I A A STAF JUMLAH

1 | Sekretaris DPRD 1 - - - 1

2 | Bagian Administrasi - 1 1 8 10
Kesekretariatan

3 | Bagian Kajian dan - 1 2 6 9
Legislasi

4 | Bagian Dukungan - 1 2 3 6

Bidang Pengawasan
dan Penganggaran

Jumlah 1 3 5 17 26

Tabel 1.6.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud per 31
Desember 2022

NO URAIAN S3 S2 S1 D3 SMA | JUMLAH
1 | Sekretaris DPRD - 1 - - - 1
2 | Bagian - - 4 1 5 10
Administrasi

Kesekretariatan

3 | Bagian Kajian dan - 1 3 1 4 9
Legislasi

4 | Bagian Dukungan - - 3 - 3 6
Bidang
Pengawasan dan
Penganggaran

Jumlah - 2 10 2 12 26
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Tabel 1.6.3. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Talaud per 31 Desember 2022

NO URAIAN GOL. IV | GOL. 1l GOL.Il | GOL.| | JUMLAH
1 | Sekretaris DPRD 1 - - - 1
2 | Bagian Administrasi 1 6 3 - 10
Kesekretariatan
3 | Bagian Kajian dan 1 4 4 - 9
Legislasi
4 | Bagian Dukungan 1 2 3 - 6

Bidang Pengawasan
dan Penganggaran

Jumlah 4 12 10 - 26

Tabel 1.6.4. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud per 31 Desember 2022

NO URAIAN L P JUMLAH
1 | Sekretaris DPRD 1 - 1
2 | Bagian Administrasi 5 5 10
Kesekretariatan
3 | Bagian Kajian dan Legislasi 7 2 9
4 | Bagian Dukungan Bidang 4 2 6
Pengawasan dan
Penganggaran
Jumlah 17 9 26

(Sumber : Bagian Administrasi Kesekretariatan SETWAN Kab. Kepl. Talaud)

1.7. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan
tugas dengan bailk dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana
pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit
organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam
menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang
menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan
akurat. Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh
Pengurus Barang Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud per 31
Desember 2022 adalah sebagai berikut :
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Tabel. 1.7.1. Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) B, C, dan D Tahun 2022

NO NAMA BARANG JUMLAH
1 Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil 1 Unit
2 Bangunan Aula Sidang DPRD 1 Unit
3 Bangunan Rumah Dinas Ketua DPRD 1 Unit
4 Bangunan Pagar Gedung Aula Sidang DPRD 1 Unit
5 Bangunan Gedung Kantor Komisi DPRD 1 Unit
6 Bangunan Pagar Gedung Kantor Komisi DPRD 1 Unit
7 Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 1 Unit
8 Bangunan MCK Gedung Rapat Paripurna DPRD 1 Unit
9 Lemari Kayu 2 Unit
10 | Brandkas 1 Unit
11 | Mimbar/Podium 1 Unit
12 | Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 3 Unit
13 | Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 6 Unit
14 | Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 3 Unit
15 | Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 20 Unit
16 | Meja 1/2 Biro 5 Unit
17 | Lemari Es 4 Unit
18 | Sound System Control & Power Supplay Unit 2 Set
19 | Sound System Microphone Pimpinan Sidang 6 Unit
20 | Sound System Microphone Delegasi/Anggota Sidang 19 Unit
21 | Sound System Box Koneksi/Konektor 1 Set
22 | Sound System External Cabel 360 mtr 1 Unit
23 | Sound System Mixer Amplifier 120w 1 Unit
24 | Sound System Coloum Speaker 30x 5 Set
25 | Sound System MP3 CD Player + AM/FM Tuner 1 Set
26 | Sound System Tape Recorder 1 Set
27 | Sound System Kabel Speaker 2 roll 1 Unit
28 | Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD Meja Rapat Komisi 7 Unit
29 | Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD FD-430 3 Unit
30 | Note Book 1 Unit
31 | Papan Nama Instansi 1 Unit
32 | Meja Podium 3 Unit
33 | Kursi Rapat Pimpinan 5 Unit
34 | Kursi Rapat Anggota 18 Unit
35 | Kursi Putar 3 Unit
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36 | A.C. Split 3 Unit
37 | Wireless 1 Unit
38 | Camera Video 3 Unit
39 | Camera Electronic 3 Unit
40 | Lap Top 14 Unit
41 | Mesin Fotocopy Folio 1 Unit
42 | LCD Projector/Infocus 2 Unit
43 | Meja Rapat 5 Unit
44 | Kursi Rapat 12 Unit
45 | Mesin Pemotong Rumput 2 Unit
46 | A.C. Split 11 Unit
47 | Equalizer 1 Unit
48 | Loudspeaker 1 Set
49 | Unit Power Supply 5 Unit
50 | Alat Rumah Tangga Lain-lain 1 Unit
51 | Microphone/Wireless MIC 1 Unit
52 | Power Amplifier 1 Set
53 | Camera Digital 4 Unit
54 | P.C Unit 4 Unit
55 | Lap Top 9 Unit
56 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 5 Unit
57 | Mesin Penghitung Uang 1 Unit
58 | Alat Kantor Lainnya (Stabilizer) 10 Unit
59 | Kursi Besi/Metal Parnekel 100 Unit
60 | Meja Rapat Komisi 8 Unit
61 | Meja Anggota Sidang Paripurna 13 Unit
62 | Kursi Rapat Komisi 29 Unit
63 | Kursi Anggota Sidang Paripurna 34 Unit
64 | AC. UNIT Floor Standing 5 (lima) PK 5 Unit
65 | AC Split 1,5 PK 9 Unit
66 | Sound System Ruang Sidang 1 Set
67 | Handy Cam 4 Unit
68 | Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 3 Unit
69 | Meja Kerja Pejabat Eselon I 1 Unit
70 | Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD 12 Unit
71 | Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD 1 Unit
72 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD 6 Unit
73 | Alat komunikasi radio UHF lain-lain Handy Talky (HT) 5 Unit
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74 | P.C Unit 9 Unit
75 | Keyboard PSRS 1 Unit
76 | Filling Cabinet Lion, Pimpinan DPRD, Fraksi & Sekw 3 Unit
77 | Alat Pemotong Kertas 1 Unit
78 | Papan Pengumuman 12 Unit
79 | DVC system 16 chanel (reciever cctv) 1 Unit
80 | Meja Kerja 1/2 Biro 6 Unit
81 | Kursi Tamu Ligna 5 Unit
82 | LG/TV LED 32 Inchi 5 Unit
83 | TV Canel Untuk Monitor CCTV 1 Unit
84 | Lambang Burung Garuda 4 Unit
85 | Tiang Bendera 6 Unit
86 | Miyako / Dispenser 4 Unit
87 | Meja Kerja Pejbt. Eselon Il 1 Unit
88 | Meja Kerja Pejbt. Eselon 4 Unit
89 | Meja Kerja Import Sedang, Pimpinan Komisi&Fraksi 7 Unit
90 | Kursi Pimpinan (Komisi&Fraksi) 7 Unit
91 | Kursi Tamu+Meja Pimpinan DPRD 2 Unit
92 | Lemari Arsip Sedang 15 Unit
93 | Lemari Arsip Pintu Geser 4 Unit
94 | Lemari Arsip Kecil 13 Unit
95 | ssc-ym511r, kamera indor dome CCTV 1 Unit
96 | SSC-N21, Indoor Mini Dome Camera CCTV 2 Unit
97 | Kamera Outdoor untuk CCTV 4 Unit
98 | Nikon/DLSRL D3100, Camera 2 Unit
99 | Satu Zet Parabola Lengkap 1 Unit
100 | Hard disk SATA 750 GB 2 Unit
101 | Papan Nama Instansi 24 Unit
102 | Kipas Angin 8 Unit
103 | Tiang Bendera 1 Unit
104 | Pataka 4 Unit
105 | Bendera Merah Putih 5 Unit
106 | Bendera Merah Putih (Bendera Hias) 5 Unit
107 | Bendera Merah Putih (Bendera Umbul-Umbul) 1 Unit
108 | Printer Canon IP 2770 5 Unit
109 | Kursi Fiber Glas/Plastik NAPOLLY / Plastik 299 Unit
110 | Sofa 3 Unit
111 | A.C. Split TCL / FLOOR STANDING 3 PK 3 Unit
112 | A.C. Split TCL 2 PK 3 Unit
113 | Alat Rumah Tangga Lain-lain (KAIN / GORDEN) 25 Unit
114 | Antene SHF Portable K-VISION / CARTENZ 10 Unit
115 | Lap Top ACER ASPIRE / ONE Z 1402-5005U 2 Unit
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116 | Portable Generating Set HONDA / Generator Set 3000 Watt 1 Set
117 | LCD Projector/Infocus SONY / VPL-DX 131 1 Set
118 | Sound System BEHRINGER / MIXER 1 Unit
119 | Wireless POLYTRON / Wirelles 1 Unit
120 | Microphone SHURE / MIC 2 Unit
121 | Lap Top Asus X441U i3 2 Unit
122 | Printer (Peralatan Personal Komputer) Canon PIXMA MX497 3 Unit
123 | Toyata All New Innova / 2.0 G M/T GASOLINE VIN 2019 1 Unit
124 | Tanda Kepemilikan Tanah SETWAN 3 Unit
Sound System Speaker Enclosure ECA 115 RCH / +Kabel+Stand .
125 1 Unit
Speaker
126 | Sound System Shure X7+Stand Mic 1 Unit
127 | Microphone/Wireless MIC Power EA HA 850W 1 Unit
128 | Lap Top Asus A407U-i7 1 Unit
129 | Lenovo Ideapad 330 A9 2 Unit
130 | Epson L565 1 Unit
131 | Canon IP2770 5 Unit
132 | A.C. Split 2 PK 4 Unit
133 | A.C. Split 3 PK 3 Unit
134 | Speaker Aktif / Behringer B6150+ Kabel Speaker 1 Set
135 | Speaker Subwoffer / Wisdom 18active 1 Set
136 | P.C Unit AIO 5 Unit
137 | Lap Top Acer A314-32 25 Unit
138 | Lap Top 1 Unit
139 | Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L3100 2 Unit
140 | AC Split 2 PK/ AUX 4 Unit
141 | A.C Standing / AUX 3 Unit
142 | Speaker Aktif / Behringer B6150+ Kabel Speaker 1 Set
143 | Sound System Speaker Subwoffer / Wisdom 18active 1 Unit
144 | P.C Unit All In One PC Core i3/ Lenovo 5 Unit
145 | Laptop Acer A314-32 25 Unit
146 Lap Top Notebook MacBook Pro 13.Inch GHz quad core Intel core i5 1 Unit
wite 1.3 BMB eDRAM ( Turbo Boost UP to 3.9 GHz
147 | Printer Epson L3100 5 Unit
148 | Mesin Absensi Kteco MB460 1 Unit
Mic Conference ASHLEY M118 Multi Channel ORIGINAL 8 Mic / Mic
149 ) 1 Set
Wireless
Mic Conference ASHLEY M118 Multi Channel ORIGINAL 4 Mic / Mic
150 : 1 Set
Wireless
151 | Electric Generating Genset 1 Unit
152 | Pengadaan Mebel 10 Unit
153 | Home Use 2 Unit
154 | ScanJet Epson 1 Unit
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Tabel. 1.7.2. Kondisi Neraca Aset per 31 Desember 2022

NO AKUN NERACA KEADAAN PER 31-DES-2022
A | ASET LANCAR
Persediaan -
1 Alat Tulis Kantor -
Obat -
Barang Persediaan Lainnya -
B | ASET TETAP 19.954.450.930,00
1 | Tanah (KIB A) 0,00
2 | Peralatan & Mesin (KIB B) 5.444.062.400,00
3 | Gedung & Bangunan (KIB C) 14.281.505.530,00
4 | Jalan, Irigasi & Jaringan (KIB D) 228.883.000,00
5 | Aset Tetap Lainnya (KIB E) 0,00
6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) 0,00
C | ASET LAINNYA )
1 | Aset Lain-lain 0,00

1.8. ASPEK STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengemban tugas

pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis

yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh internal dan

eksternal yang berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Aspek-

aspek strategis yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :
1.8.1. Faktor Internal :

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja jelas
tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 36 Tahun 2016;
Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD vyang
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

Adanya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dan Anggota
DPRD;

Sarana dan prasarana yang cukup mendukung pelaksanaan tugas DPRD;
Pemerintahan yang berbasis elektronik yaitu penunjang telekomunikasi,

media dan informatika.
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1.8.2. Faktor Eksternal :

1.9.

- Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh Pimpinan dan Anggota
DPRD;

- Besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagai lembaga perwakilan;

- Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;

- Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten

Kepulauan Talaud ;

1),

2).

3).
4).

5).

6).
7).

8).

9).

Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang
memadai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Kurangnya pemahaman pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum
terhadap tugas pokok dan fungsinya sehingga menyebabkan kurang serasinya
pelaksanaan tupoksi antar bagian dan sub bagian;

Mekanisme kerja yang sinergis, efektif dan efisien belum sepenuhnya terwujud,;
Belum optimalnya pemanfaatan IT untuk meningkatkan pelayanan terhadap
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD;

Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi seperti
Refocusing Anggaran pada Program dan Kegiatan DPRD sehingga
menghambat kelancaran pelaksaaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga
perwakilan;

Inovasi daerah belum berkembang dengan baik;

Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD perlu ditingkatkan;

Implementasi penyederhanaan birokrasi dengan system kerja baru berbasis
fungsional, serta tata laksana birokrasi pemerintahan daerah melalui
pengembangan/optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;

Belum terwujudnya Sarana Gedung Kantor Sekretariat DPRD sesuai

spesifikasi Teknis Gedung Pemerintahan yang Permanen,;

10).Kondisi Sarana dan Prasaran Peralatan Kantor penunjang pelaksanaan tugas

Sekretariat DPRD Sebagian besar telah rusak, sehingga perlu dilakukan

pemeliharaan atau bahkan pengadaan baru.
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1.10. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJiP

BABI : PENDAHULUAN
Disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada
aspek strategis organisasi dan permasalahan utama yang sedang
dihadapi organisasi;

BAB Il : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Memuat gambaran singkat Rencana  Strategis dan
ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022;

BAB Il : AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja;
2. Pagu dan Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP
Memuat simpulan umum atas capaian kinerja serta saran atau
Langkah-langkah yang akan ditempuh di masa yang akan datang
oleh organisasi

LAMPIRAN — LAMPIRAN
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan
Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih. RPJMD ini memberikan arahan yang jelas
bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui
penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah.
Selain itu, RPIJMD juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis. Perencanaan Strategis disusun
dengan berdasarkan pada pencapaian visi yang berorientasi pada hasil dan sudah
mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus
melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan
iimu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan ekonomi
masyarakat dan daya saing. Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang

ada atau mungkin timbul.

2.1. VISI DAN MISI

Pada tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan pesta
demokrasi melalui pemilihan Kepala Daerah, dan tanggal 26 Februari 2020 telah
dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih periode 2020-2025.
Dalam pesta demokrasi tersebut Bupati dan Wakil Bupati terpilih mempunyai visi dan
misi untuk kepemimpinan lima tahun yang akan datang dan menjadi visi dan misi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan
Talaud tahun 2020-2025.

Visi dan misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Kepulauan

Talaud selama lima tahun kedepan adalah :

VISI : “MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan maka ditetapkan 6 (enam)

misi sebagai berikut:

Misi | . Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih
Misi Il : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok
Misill I : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah
Misi IV . Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud

Berlandaskan Pada Kasih
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Misi V . Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan
Talaud Yang Aman
Misi VI . Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Tangguh

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Talaud, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dalam misi ke-2 pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-
2025 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok”.

Dari Visi dan Misi tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD merumuskan tujuan,

sasaran dan indikator jangka menengah Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD
Tahun 2020-2025

INDIKATOR
NO. MISI TUJUAN SASARAN KINERJA
UTAMA
1. Mewujudkan | Meningkatkan Meningkatkan | Skor Survey
Kabupaten | Kepuasan atas Kepuasan Kepuasan
Kepulauan Pelayanan Aspirasi | Anggota DPRD | Anggota
Talaud Masyarakat oleh Terhadap DPRD
Yang Elok Dewan Perwakilan | Kinerja
Rakyat Daerah Pelayanan
Kabupaten Kesekretariatan
Kepulauan Talaud | DPRD

Dari tabel 2.2.1 diatas target sasaran strategis jangka menengah Sekretariat
DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.2. Target Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2020-2025

Kondisi
Awal

Target Sasaran/Tujuan Kinerja Tahun Ke
Sasaran :
Indikator

Strategis PD (2020) I Il i v Vv

(2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025)

Meningkatkan
Kepuasan
Anggota DPRD

Skor Survey
Kepuasan
Anggota DPRD

50%

55%

65%

70%

75%

85%

Terhadap
Kinerja
Pelayanan
Kesekretariatan
DPRD

Berdasarkan tabel diatas bahwa sejak kondisi awal (2020) sampai dengan
tahun ke-ll (2022), target sasaran naik 5-10%. Kenaikan target sasaran ini diharapkan

dapat menjawab indikator yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kinerja
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Sekretariat DPRD. Hal ini tentunya mempengaruhi indikator Sekretariat DPRD secara
keseluruhan, yaitu skor survey kepuasan anggota DPRD. Kenaikan target menjadi
suatu tolak ukur tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap fasilitasi dan
kinerja Sekretariat DPRD. Sehingga setiap tahun dilakukan perjanjian kinerja untuk
mengukur capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas, pokok dan

fungsinya.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya yang
dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi  Pemerintah  mendefinisikan bahwa, perjanjian kinerja  sebagai
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan
terhadap 1 (satu) sasaran strategis. Setelah target kinerja ditetapkan, kemudian pada
akhir tahun berjalan dilakukan pengukuran terhadap kinerja sasaran tersebut. Hasil
pengukuran kinerja dituangkan dalam LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud tahun 2022. Perjanjian kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi
dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun
anggaran 2022. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022 dapat dilihat pada
table berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatkan Kepuasan Skor Survey Kepuasan 65%
Anggota DPRD Terhadap Anggota DPRD

Kinerja Pelayanan
Kesekretariatan DPRD
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran 2022

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Sekretariat

capaian kinerja Tahun merupakan
DPRD Kabupaten

Kepulauan Talaud. Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan

bagian dari

Talaud diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya
yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud dengan Bupati Kepulauan Talaud. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini
dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan
mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan
data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan
dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya
dilakukan evaluasi, hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja
(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.1
berikut :

Tabel 3.1.1. Kategori Kinerja Pelayanan

Nilai o Nilai Interval Mutu Kategori Kinerja
| Nilai Interval (NI) )
Persepsi Konversi (NIK) Pelayanan Pelayanan
1 1.00 — 2.5996 25.00 - 64.99 D Tidak baik
2 2.60 - 3.064 65.00 — 76.60 C Kurang baik
3 3.064 — 3.532 76.61 —88.30 B Baik
4 3.5324 - 4.00 88.31-100 A Sangat Baik

Adapun hasil survey kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud diformulasikan dalam Rumus Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM), yaitu sebagai berikut :

IKM = Jumlah Indeks Peluang x 25 (nilai 25 adalah nilai yang diperoleh dari 100
dibagi banyaknya pilihan yang jumlahnya ada 4)

Untuk mendapatkan nilai indeks peluang, maka rumus yang dipakai adalah :

Indeks Peluang = Rata-rata x Peluang
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Adapun rata-rata adalah jumlah rata-rata masing-masing unsur yang dinilai,
sedangkan peluang adalah 1 (satu) dibagi dengan banyaknya pertanyaan dalam
kuesioner (8 pertanyaan). Sehingga didaptkan nilai Peluang adalah, 1 : 8 = 0,125.
Jumlah indeks Peluang adalah Penjumlahan dari seluruh indeks peluang.

Sesuai dengan indikator pada Renstra Sekretariat DPRD maka untuk mengukur
pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dilaksanakan kegiatan survey kepuasan
terhadap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilaksanakan pada
bulan Januari 2023 dengan cara membagikan kuesioner kepada 25 anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Talaud untuk diminta pendapatnya terkait jenis fasilitasi yang
telah diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Penentuan
indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan Anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam upaya meningkatkan kinerja Anggota
DPRD.

Untuk menentukan hasil capaian indikator dilakukan rekapitulasi hasil jawaban
kuesioner yang telah diisi oleh 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD, disajikan dalam
tabel berikut :

Tabel. 3.1.2. Hasil Survey Layanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022

Sr?:fr Unsur Rata-rata Index
A Ketatausahaan 2,440 61
B Pengelolaan Keuangan DPRD 2,000 50
C Sarana dan Prasarana 2,000 50
D Makanan dan Minuman 2,720 68
E Fasilitasi Kunjungan Kerja 2,720 68
F Fasilitasi Rapat 2,680 67
G Fasilitasi Jaring Aspirasi 2,800 70
H Publikasi Kegiatan 1,000 25
Jumlah Nilai Kumulatif 18,360 459
Jumlah Unsur Digunakan : 8.00
Nilai IKM 2,295 57,38
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3.1.1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.1.1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN INDIKATOR 2022
STRATEGIS KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatkan Skor Survey 65% 57,38% 88,27%
Kepuasan Anggota Kepuasan

DPRD Terhadap Anggota DPRD
Kinerja Pelayanan
Kesekretariatan
DPRD

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun metode pengukuran
kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi sebagai
berikut :

»  Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tinggi kinerja atau
sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja,

hal ini dapat dihitung dengan rumus :

Realisasi

— x 100%
Target

» Apabila semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau
sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, hal ini dapat

dihitung dengan rumus :

Target — (Realisasi — Target
get—( 99\ 100%

Target

Dari hasil gambaran pada tabel 3.1.1 tersebut diatas diperoleh realisasi
indikator kinerja tahun 2022 dengan Sasaran Strategis pada tahun 2022 sebesar
57,38%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD tidak dapat mencapai
target yang ditetapkan sebesar 65%, namun capaian kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 88,27% yang apabila dilihat dari Nilai Interval
Konversi SKM nilai antara (76,61 — 88,30) dengan kategori “Baik”. Dengan demikian
capaian sasaran dari tujuan utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
dapat dikatakan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini diartikan bahwa
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud cukup puas terhadap layanan
Sekretariat DPRD sehingga perlu ditingkatkan lagi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja merupakan alat komunikasi dan alat managemen untuk memperbaiki kinerja

Organisasi. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan
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capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi, sehingga akan terlihat

apakah target capaian yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022

dengan Tahun 2021

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dilakukan untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Dari proses analisis diperoleh evaluasi
yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang
dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Capaian
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun ini dan pada dua
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.2.1 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

SASARAN INDIKATOR 2021 2022
STRATEGIS | KINERJA | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian
Meningkatkan Skor Survey | 55% 80% 145% 65% 57,38 88,27
Kepuasan Kepuasan

Anggota DPRD | Anggota

Terhadap DPRD

Kinerja

Pelayanan

Kesekretariatan

DPRD

Dari hasil gambaran pada tabel 3.1.2 tersebut bahwa realisasi Kinerja Tahun
2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dapat dijabarkan bahwa tingkat
kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat pada
tahun 2022 mencapai target sebesar 57,38% dibandingkan dengan tingkat kepuasan
pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2021
diperoleh realisasi sebesar 80% dengan demikian pada tahun 2022 mengalami

penurunan sebesar 22,62%
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3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

Tabel 3.1.3.1 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2025

TAHUN 2022
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 2025
TARGET REALISASI
1. | Meningkatkan Skor Survey 65% 57,38 85%

Kepuasan Kepuasan
Anggota DPRD Anggota
Terhadap DPRD
Kinerja
Pelayanan
Kesekretariatan
DPRD

Pada tabel diatas tergambar bahwa target kinerja pada tahun 2022 sebesar

65% dengan realisasi kinerja 57,38%, dan sesuai dengan tahun terakhir Renstra

Sekretariat DPRD pada tahun 2025 sudah ditetapkan target kinerja sebesar 85%. Hal

ini disimpulkan bahwa sejak tahun 2022, Sekretariat DPRD harus mampu mengejar

realisasi sebesar 20% untuk mencapai target pada tahun 2025. Namun apabila

dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 57,38%, berarti

bahwa Sekretariat DPRD harus mampu merealisasikan target kinerja sebesar

27,62%. Adapun Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Sekretariat DPRD

dalam mencapai target kinerja sampai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.

3.

Harus ada komitmen Kepala Daerah yang sangat mendukung fungsi pelayanan
dalam birokrasi Pemerintahan Daerah, dimana disiapkan dana yang memadai
sehingga pelaksanaan tugas pelayanan fasilitasi kegiatan DPRD dapat berjalan
dengan baik dan DPRD merasa puas, serta pemenuhan sarana prasarana
pendukung Sekretariat DPRD yang memadai;

Terjalinnya hubungan koordinasi yang mantap dan harmonis dengan para
pimpinan unit kerja, yang memberikan dukungan yang memadai terhadap
pentingnya fungsi pelayanan dan pengawasan dalam unit kerja maupun
pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah;

Adanya pendampingan dan faslitasi dalam DPRD menyusun rencana kerja dan

penjadwalan kegiatan-kegiatan DPRD.
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Untuk menjalankan Langkah strategis diatas, maka Sekretariat DPRD harus
melakukan hal-hal berikut ini :

1. Melakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik kuantitas maupun kualitas,
sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan
tepat waktu;

Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang;
Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan
rutin;

4. Meningkatkan kualitas konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja ke luar
daerah;

5. Menambah kualitas pendidikan dan pelatihan/bimtek sehingga lebih cepat
pemahaman dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah
meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah,
diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan
tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran
dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan
menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tupoksi yang diemban,
diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Analisa yang lazim digunakan dalam hal ini adalah analisa kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT). Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai makna/pengertian kapasitas
lembaga yang perlu ditingkatkan, penekanannya pada peningkatan kapasitas berarti
semua unsur yang ada pada lembaga/organisasi DPRD tersebut. Akan tetapi didalam
perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tidak dapat sekaligus
diakomodasikan dalam jangka pendek, jangka menengah bahkan dalam jangka

panjang sekalipun, untuk itu kegiatan harus dilakukan secara bertahap.
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3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
3.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah

Dilakukan

Penyebab keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Talaud tahun 2022 adalah mengupayakan peningkatan profesionalisme
kinerja aparatur Sekretariat DPRD dalam melakukan pendampingan dan fasilitasi
layanan bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun penyebab kegagalan dalam mencapai sasaran yaitu masih
rendahnya profesionalisme aparatur dan kurang tersedianya pedoman/ juknis tata
laksana layanan tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD serta kurang memadainya
fasilitasi sarana prasarana penunjang pelaksanaan layanan kepuasan DPRD.
Sehingga solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yaitu
meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan menyediakan pedoman/ juknis
tata/ prosedur pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota
DPRD, serta melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) untuk menaikkan alokasi pagu anggaran Sekretariat DPRD terutama dalam

hal pendanaan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD.

3.2.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja
yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan, dapat dijabarkan

melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.2.2.1. Realisasi Kinerja dan Anggaran

) Kinerja Anggaran
N Sasaran Indikator
© Strategis Kinerja Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian
Meningkatkan Skor Survey 65% 57,38% 88,27% 29.288.815.205 | 29.132.606.206 99,47%
1 | Kepuasan Kepuasan
Anggota  DPRD Anggota
Terhadap Kinerja DPRD
Pelayanan
Kesekretariatan
DPRD
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Tabel 3.2.2.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

%
_ Indikator % Capaian % Tingkat
No Sasaran Strategis - - Penyerapan o )
Kinerja Kinerja Efisiensi
Anggaran
1 Meningkatkan Skor Survey 88,27% 99,47% 11,20%
Kepuasan Anggota | Kepuasan
DPRD Terhadap | Anggota
Kinerja Pelayanan | DPRD
Kesekretariatan DPRD

Dari gambaran tabel 3.2.2.1 dan 3.2.2.2 diatas dapat dijabarkan bahwa realisasi
kinerja mencapai 57,38% dengan capaian kinerja sebesar 88,27% dan realisasi
anggaran sebesar Rp. 29.132.606.206 atau 99,47%. Sehingga diperoleh
efisiensi sebesar 11,20%. Olehnya itu dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja
Utama (IKU) : Persentase Skor Survey Kepuasan Anggota DPRD, capaian kinerjanya

sebesar 88,27% sedangkan untuk capaian anggarannya sebesar 99,47%.

3.2.3. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan
anggaran. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud pada tahun anggaran 2022 melaksanakan kegiatan dengan APBD Induk

sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.1. Pagu APBD Induk Sekretariat DPRD Tahun 2022

NO PROGRAM ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 19.108.307.010
Kabupaten/Kota
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
2 7.949.065.300

DPRD

TOTAL 27.057.372.310

Adapun pagu anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
tidak mengalami recofusing seperti halnya pada tahun 2021, namun pada tahun 2022
APBD mengalami 5 (lima) kali Pergeseran anggaran. Sehingga Sekretariat DPRD

melakukan beberapa pergeseran rincian belanja untuk diefisienkan ke beberapa sub
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kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan

Talaud.

Tabel 3.2.3.2. Pagu APBD Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2022

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18.307.642.505
Kabupaten/Kota

2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD

10.981.172.700

TOTAL 29.288.815.205

Pada APBD Perubahan terjadi penambahan dan pengurangan pagu
anggaran pada kedua program tersebut diatas untuk dioptimalkan dan ditata kembali
menurut peruntukannya. Hal ini dilakukan agar mencukupkan setiap pagu anggaran
pada sub kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi DPRD dalam rangka
melakukan kunjungan kerja ke dalam dan luar daerah dan kegiatan bimbingan teknis
DPRD, serta fasilitasi rapat DPRD dalam rangka pembahasan anggaran dan evaluasi
triwulanan dengan mitra kerja. Sehingga pada APBD Perubahan ini pagu anggaran
Sekretariat DPRD mengalami kenaikan 7,62% dari pagu induk atau sebesar
Rp. 2.231.442.895,-. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada target pencapaian
kinerja pada tahun 2022. Dengan bertambahnya pagu anggaran tersebut kiranya
dapat mencapai target dan sasaran kinerja yang sudah ditentukan pada Renstra dan
Renja Sekretariat DPRD.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran
strategis ini adalah sebanyak 2 Program dan 17 Kegiatan. Adapun pencapaian dari

setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

SASARAN KINERJA ANGGARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN/ Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Meningkatkan Skor Survey 65% 57,38% 88,27% 29.288.815.205 | 29.132.606.206 | 99,47
Kepuasan Kepuasan

Anggota DPRD | Anggota DPRD
Terhadap Kinerja
Pelayanan
Kesekretariatan
DPRD
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PROGRAM Skor Survey 75% 70% 93,33 18.307.642.505| 18.200.971.367 99,42
PENUNJANG Kepuasan
URUSAN Anggota DPRD
PEMERINTAHAN
DAERAH
KAB/KOTA
Meningkatkan % Agenda 75% 67% 89,33 18.307.642.505| 18.200.971.367 99,42
Kualitas Kinerja | Pembahasan
Pelayanan Fungsi- | Dewan Yang
Fungsi Terlaksana
Kesekretariatan Tepat Waktu
Dewan
Meningkatkan % Rapat Dewan 75% 67% 89,33 17.154.668.287| 17.090.339.635 99,63
Kualitas Yang Di
Manajemen Fasilitasi Tepat
Kemitraan Waktu
Kesekretariatan
Dewan dan
Anggota DPRD
Kegiatan Tersediannya 5 5 100% 10.630.000( 10.318.570 97,07
Perencanaan, Dokumen Dokumen Dokumen
Penganggaran, dan | Perencanaan
Evaluasi Kinerja | OPD
Perangkat Daerah
Kegiatan Tersediannya 1 Tahun 1 Tahun 100% 15.650.292.537| 15.628.240.268 99,86
Administrasi Gaji dan
Keuangan Tunjangan untuk
Perangkat Daerah PNS, Pimpinan
dan Anggota
DPRD
Administrasi Barang | Tersediannya 12 12 100% 1.100.000] - 0,00
Milik Daerah pada | Laporan Laporan Laporan
Perangkat Daerah Rekonsiliasi
BMD
Administrasi Umum | Tersediannya 12 Bulan 12 Bulan 100% 906.980.000| 899.940.097 99,22
Perangat Daerah Komponen
Listrik, Peralatan
RT, Logistik
kantor, Barang
Cetakan &
Penggandaan
Layanan Keuangan | Tersediannya 5 Stel 5 Stel 95% 585.665.750 551.840.700 94,22
dan Kesejahteraan | Pakaian Dinas Pakaian Pakaian
DPRD dan Medical | Dinas (25 Dinas (24
Cek-Up DPRD Org), 1 Org), 1
Kali Cek- Kali Cek-
Up (25 Up (20
Org) Orang)
Meningkatkan % SDM 35% 20% 57,14% 91.606.000| 91.595.400 99,99
Kualitas SDM | Aparatur
Aparatur  Bidang | Setwan Yang
Kesekretariatan Bersertifikat
DPRD Keahlian
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Kegiatan Tersediannya 50 34 80% 91.606.000| 91.595.400 99,99
Administrasi Pakaian Dinas| Pasang, 7 Pasang, 0
Kepegawaian ASN dan| Orang Orang
Perangkat Daerah Terlaksanannya
Bimtek ASN
Meningkatkan % Sarana 7% 50% 64,94 1.061.368.218| 1.019.036.332 96,01
Kualitas Sarana | Prasarana
Prasarana dan | Sekretariat
Fasilitas DPRD  Dalam
Penunjang Fungsi- | Kondisi Baik
Fungsi
Kesekretariatan
DPRD
Kegiatan Tersedianya 3 Unit 4 Jenis 70% 281.001.718| 280.091.027 99,68
Pengadaan Barang | Barang Milik | kendaraan Mebel, 1
Milik Daerah | Daerah roda dua, Mesin
Penunjang Urusan 4 jenis Laiinya
Pemerintah Daerah Mebel, 4
paket
mesin
lainnya
Kegiatan Tersedianya Listrik 12 Listrik 12 95% 681.846.000| 681.444.305 99,94
Penyediaan  Jasa | Jasa Penunjang Bulan, Bulan,
Penunjang Urusan | berupa THL 12 THL 11
Pemerintahan Tagihan/Tarif Bulan/20 Bulan/20
Daerah Listrik dan Orang Orang
Pembayaran
Jasa THL
Kegiatan Terpeliharanya 2 Paket 1 Paket 60% 98.520.500| 57.501.000 58,36
Pemeliharaan Barang dan| Perencana | Perencana
Barang Milik Daerah | Gedung an Rehab an Rehab
Penunjang Urusan | Sekretariat DPRD| Gedung, Gedung,
Pemerintahan dengan Baik 500 Itr 450 Itr
Daerah BBM BBM
PROGRAM Skor Survey| 75% 60% 80% 10.981.172.700| 10.931.634.839 99,55
DUKUNGAN Kepuasan
PELAKSANAAN Anggota DPRD
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD
Meningkatkan % Produk 75% 40% 53,33% 6.777.582.000| 6.748.524.544 99,57
Kapasitas dan | Hukum Yang
Akuntabilitas Berasal dari
Kinerja  Anggota | Inisiatif DPRD
DPRD
Meningkatkan % Anggotal 80% 40% 43,75% 6.777.582.000| 6.748.524.544 99,57
Kualitas SDM | DPRD Yang
Anggota DPRD Bersertifikat
Pelatihan
Kapasitas
Kegiatan Tersusunya dan 22 2 Perda, 2 10% 705.822.000| 704.541.800 99,82
Pembentukan Terfasilitasinya Ranperda, Naskah
Peraturan Daerah | Ranperda 22 Naskah | Akademik
dan Peraturan | menjadi Perda] Akademik
DPRD beserta Nakah
Akademiknya
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Kegiatan Meningkatnya 1 kali 1 kali 100% 1.141.254.000] 1.138.009.336 99,72
Peningkatan Kapasitas dan| Bimtek Bimtek
Kapasitas DPRD Kapabilitas DPRD, 12 DPRD, 12

Pimpinan dan Bulan Bulan

Anggota DPRD Honorariu Honorariu

m Tenaga m Tenaga
Ahli Fraksi | Ahli Fraksi

Kegiatan Tersusun dan 2 0 0% 210.114.000| 210.112.821 100
Pelaksanaan  dan | ditetapkannya Dokumen Dokumen
Pengawasan Kode | Peraturan DPRD| Peraturan Peraturan
Etik DPRD tentang Kode Etik DPRD DPRD

DPRD
Kegiatan Fasilitasi | Terfasilitasinya 2 Laporan | 2 Laporan 100% 4.720.392.000| 4.695.860.587 99,48
Tugas DPRD Kunjungan Kerja|

Dalam dan Luar

Daerah Pimpinan

dan Anggota

DPRD
Meningkatkan % Perda Yang 70% 70% 92,86 4.203.590.700| 4.138.110.295 99,51
Kapasitas dan | Diterbitkan Tepat
Akuntabilitas Waktu
Kinerja  Anggota
DPRD
Meningkatkan % Aspirasi 73% 70% 95,89% 2.484.890.700| 2.472.837.295 99,51
Kinerja Pelayanan | Masyarakat
Penyerapan Yang
Aspirasi Ditindaklanjuti
Masyarakat dan | Hingga Menjadi
Kegiatan Reses | Produk Hukum
DPRD Daerah
Kegiatan Tersediannya 5 5 100% 251.345.700| 248.448.795 98,85
Pembahasan Dokumen APBD| Dokumen, Dokumen,
Kebijakan Anggaran | yang dibahas dan| 1 Laporan | 1 Laporan

ditetapkan tepat

waktu
Kegiatan Tersusunya 2 2 100% 2.233.545.000| 2.224.388.500 99,59
Penyerapan dan | Dokumen  Hasil Dokumen, Dokumen,
Penghimpunan Penyerapan 1 Laporan 1 Laporan
Aspirasi Masyarakat | Aspirasi

Masyarakat dan

Pokir DPRD
Meningkatkan % Temuan 80% 68% 85,00 1.718.700.000| 1.710.273.000 99,51
Kualitas Pengelolaan
Pengawasan Keuangan
Kinerja Pemerintah
Pembangunan dan | Yang
Keuangan Ditindaklanjuti
Pemerintah  oleh | oleh DPRD Tepat
DPRD Waktu
Kegiatan Meningkatnya 8 Hasil 8 Hasil 100% 1.718.700.000| 1.710.273.000 99,51
Pengawasan Fungsi DPRD| Laporan Laporan
Penyelenggaraan Dalam Bidang| Pengawas | Pengawas
Pemerintahan Pengawasan an an

Pengelolaan

Keuangan

Pemerintah

Daerah
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3.3. REALISASI ANGGARAN
Realisasi penggunaan anggaran secara keseluruhan pada Sekretariat DPRD
anggaran APBD Tahun 2022 telah

dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah diuraikan di atas.

Kabupaten Kepulauan Talaud melalui

Adapun anggaran yang tersisa ataupun tidak seluruhnya terserap merupakan
efisiensi dalam penggunaan anggaran namun secara perencanaan dan pelaksanaan
semua kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai
integritas
keuangan, penganggaran dan ketaatan terhadap peraturan - peraturan perundangan
yang berlaku. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah sebagai laporan realisasi
penggunaan anggaran tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.3.1. Ringkasan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program Sekretariat

DPRD pada Perubahan APBD Tahun 2022

PROGRAM ANGGARAN REALISASI PERSEENTASE

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 18.307.642.505 18.200.971.367 99,42%
Kabupaten/Kota
Program Dukungan
Pelaksanaan Tugas dan 10.981.172.700 10.931.634.839 99,55%
Fungsi DPRD

TOTAL 29.288.815.205 29.132.606.206 99,47%

Tabel 3.3.2. Ringkasan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Sekretariat
DPRD pada Perubahan APBD Tahun 2022

JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI PERSEENTASE
Belanja Operasi 28.901.333.487 28.746.042.064 99,46%
Belanja Modal 387.481.718 386.564.142 99,76%

TOTAL 29.288.815.205 29.132.606.206 99,47%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa belanja tidak terserap 100%, namun

keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 99,47%, sehingga dengan demikian
terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 156.208.999.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Talaud tahun 2022 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2022 dengan alokasi anggaran Belanja Operasi Tahun
2022 sebesar Rp. 28.901.333.487, dengan

realisasinya sebesar Rp.
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28.746.042.064,- atau 99,46%, sedangkan alokasi anggaran Belanja Modal Tahun
2022 sebesar Rp. 387.481.718, dengan realisasinya sebesar Rp. 386.564.142,
atau 99,76%, sehingga secara keseluruhan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar
Rp. 29.288.815.205 dan realisasi sebesar Rp. 29.132.606.206 atau 99.47%.

Adapun rincian realisasi anggaran Sekretariat DPRD per 31 Desember 2022
menurut program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja, dapat diuraikan pada tabel
berikut :
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Tabel 3.3.3 Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Menurut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja per 31 Desember 2022

Nilai Pagu

No URAIAN Realisasi Sisa Anggaran %
Anggaran
PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA 18.307.642.505 18.200.971.367 106.671.138 | 99,42%
1 ggre?g(r:]anaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 10.630.000 10.318.570 311.430
1.1  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.455.000 2.446.500 8.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.455.000 2.446.500 8.500
1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.175.000 7.872.070 302.930
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.175.000 7.872.070 302.930
2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.650.292.537 15.628.240.268 22.052.269
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.641.677.537 15.623.836.268 17.841.269
Belanja Gaji Pokok PNS 1.467.180.800 1.467.180.800 -
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 157.162.564 157.162.564 -
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 123.930.000 121.770.000 2.160.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 59.935.000 59.935.000 -
Belanja Tunjangan Beras PNS 103.364.340 103.343.340 21.000
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.156.189 2.009.681 146.508
Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.269 21.514 21.755
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 62.045.420 62.045.420 -
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.024.683 3.024.683 -
Belanja luran Jaminan Kematian PNS 9.073.990 9.073.988 2
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 537.638.538 522.146.538 15.492.000
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 78.583.000 78.583.000 -
Belanja Uang Representasi DPRD 552.090.000 552.090.000 -
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 35.901.600 35.901.600 -
Belanja Tunjangan Beras DPRD 49.245.600 49.245.600 -
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Belanja Uang Paket DPRD 48.132.000 48.132.000 -
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 800.530.500 800.530.500 -
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 76.368.600 76.368.600 -
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 11.875.500 11.875.500 -
[B)(;Igrga Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota 1.890.000.000 1.890.000.000 i
Belanja Tunjangan Reses DPRD 472.500.000 472.500.000 -
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 236.121.569 236.121.568 1
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 49.273.655 49.273.652 3
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.155.168 1.155.168 -
Belanja Jaminan Kematian DPRD 3.465.552 3.465.552 -
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 3.768.000.000 3.768.000.000 -
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.932.000.000 4.932.000.000 -
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000 110.880.000 -

59 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 3.325 000 i 3.325 000
Keuangan SK
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.400.000 - 2.400.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 925.000 - 925.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

2:3 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.290.000 4.404.000 886.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 970.000 970.000 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.320.000 3.434.000 886.000

3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.100.000 - 1.100.000

31 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1.100.000 i 1.100.000
pada SKPD
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000 - 480.000
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Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000 - 620.000

4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.606.000 91.595.400 10.600
4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 40.500.000 40.496.000 4.000
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 40.500.000 40.496.000 4.000

4.9 Slnrgglnnggaa;]n Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 51.106.000 51.099.400 6.600
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.106.000 51.099.400 6.600

5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 906.980.000 899.940.097 7.039.903
51 EzﬂéiilgsnKI;gtrgfonen Instalasi Listrik/Penerangan 5 103.000 5 066.262 36.738
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.103.000 5.066.262 36.738

5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.590.000 63.546.246 43.754
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.020.000 11.020.000 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.000.000 23.960.680 39.320
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.090.000 11.090.000 -
Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17.480.000 17.475.566 4.434

5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.000.000 88.997.549 2.451
Belanja Modal Alat Dapur 22.500.000 22.498.559 1.441
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 66.500.000 66.498.990 1.010

5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 187.205.000 186.775.000 430.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 136.505.000 136.505.000 -
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 50.700.000 50.270.000 430.000

5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.000.000 87.706.440 293.560
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88.000.000 87.706.440 293.560

5.6 Penyediaan Bahan/Material 24.102.000 19.558.600 4.543.400
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Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.347.000 13.855.000 4.492.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.750.000 3.729.600 20.400
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya 2.005.000 1.974.000 31.000
5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 47.250.000 47.110.000 140.000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 47.250.000 47.110.000 140.000
5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 402.730.000 401.180.000 1.550.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 393.440.000 393.440.000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.290.000 7.740.000 1.550.000
6 [P)gggaar?aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 281.001.718 280.091.027 910.691
6.1 Pengadaan Mebel 83.939.900 83.219.000 720.900
Belanja Modal Mebel 83.939.900 83.219.000 720.900
6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 188.181.818 187.999.000 182.818
Belanja Modal Electric Generating Set 188.181.818 187.999.000 182.818
6.3 Pengadaan Sgrana dan Prasarana Gedung Kantor atau 8.880.000 8.873.027 6.973
Bangunan Lainnya
Belanja Modal Alat Pendingin 8.880.000 8.873.027 6.973
7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 681.846.000 681.444.305 401.695
7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.360.000 57.254.305 105.695
Belanja Tagihan Listrik 57.360.000 57.254.305 105.695
7.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 624.486.000 624.190.000 296.000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.000.000 4.990.000 10.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 338.880.000 338.800.000 80.000
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 37.856.000 37.850.000 6.000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 123.000.000 122.800.000 200.000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 37.500.000 37.500.000 -
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Belanja Jasa Tenaga Supir 20.250.000 20.250.000 -
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 30.000.000 -
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 32.000.000 32.000.000 -
9 [P)gglrzlrl]haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 98.520.500 57 501.000 41.019.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
9.1 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 17.030.000 16.875.000 155.000
Jabatan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.030.000 16.875.000 155.000
992 Ezinr’:ﬁggaraan/RehablI|ta5| Gedung Kantor dan Bangunan 81.490.500 40.626.000 40.864.500
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain
Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 81.490.500 40.626.000 40.864.500
10 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 585.665.750 551.840.700 33.825.050
10.1 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 425.540.750 425.540.700 50
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 425.540.750 425.540.700 50
10.2 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 160.125.000 126.300.000 33.825.000
Belanja Medical Check Up 160.125.000 126.300.000 33.825.000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 10.981.172.700 10.931.634.839 49.537.861 | 99,55%
11 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 705.822.000 704.541.800 1.280.200
11.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 537.312.000 537.136.600 175.400
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000 1.770.000 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.820.000 2.735.000 85.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.950.000 10.930.000 20.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 521.772.000 521.701.600 70.400
11.2 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 8.510.000 8.510.000 -
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.510.000 8.510.000 -
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Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau

11.3 Naskah Akademik 160.000.000 158.895.200 1.104.800
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000 49.317.600 682.400
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.000.000 109.577.600 422.400

12 | Pembahasan Kebijakan Anggaran 251.345.700 248.448.795 2.896.905

12.1 Pembahasan KUA dan PPAS 18.135.000 17.431.000 704.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.610.000 2.610.000 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.265.000 1.265.000 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000 796.000 704.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.760.000 12.760.000 -

12.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 30.410.000 29.588.000 822.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.490.000 2.041.334 448.666
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.120.000 746.666 373.334
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.800.000 26.800.000 -

12.3 Pembahasan APBD 50.095.000 49.283.000 812.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.165.000 1.943.333 221.667
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.555.000 1.336.667 218.333
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600.000 2.228.000 372.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.775.000 43.775.000 -

12.4 Pembahasan APBD Perubahan 32.715.000 32.172.000 543.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.210.000 1.210.000 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.475.000 1.475.000 -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.650.000 1.107.000 543.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.380.000 28.380.000 -

12.5 Pembahasan Laporan Semester 21.325.000 21.325.000 -
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.325.000 21.325.000 -

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD

38



12.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 98.665.700 98.649.795 15.905
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.525.000 10.525.000 -
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.140.700 88.124.795 15.905

13 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.718.700.000 1.710.273.000 8.427.000

13.1 ﬁirll((a?nwasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan 536.455.000 533.903.000 2 552 000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 465.000 433.000 32.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 640.000 570.000 70.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000 335.000 65.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.750.000 23.750.000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 511.200.000 508.815.000 2.385.000

13.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 225.195.000 224.985.000 210.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.075.000 9.075.000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 216.120.000 215.910.000 210.000

13.3 Ezﬂgngvasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan 531.395.000 525 955 000 5 440.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.195.000 20.195.000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 511.200.000 505.760.000 5.440.000

13.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 237.555.000 237.485.000 70.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.075.000 9.075.000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 228.480.000 228.410.000 70.000

13.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 99.355.000 99.355.000 -
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.275.000 6.275.000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.080.000 93.080.000 -

13.6 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 88.745.000 88.590.000 155.000
Kepala Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.180.000 19.145.000 35.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.565.000 69.445.000 120.000
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14 | Peningkatan Kapasitas DPRD 1.141.254.000 1.138.009.336 3.244.664

14.1 Pendalaman Tugas DPRD 689.744.000 687.889.336 1.854.664

Belanja Bimbingan Teknis 150.000.000 150.000.000 -

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 539.744.000 537.889.336 1.854.664

14.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 145.840.000 145.800.000 40.000
Honorarium Tim Pen nan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelol

Tec:)kr?oiagui Informa:i c)I/::lIJDeilg\e]:lIJolaa\/’Vegs?tte A, TEnEeR 23.200.000 23.200.000 i

Belanja Jasa lklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 122.640.000 122.600.000 40.000

14.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 57.000.000 55.800.000 1.200.000

Belanja Jasa Tenaga Ahli 57.000.000 55.800.000 1.200.000

14.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 234.000.000 234.000.000 -

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 234.000.000 234.000.000 -

14.5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 8.140.000 8.060.000 80.000

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.140.000 8.060.000 80.000

14.6 Penyusunan Program Kerja DPRD 6.530.000 6.460.000 70.000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.530.000 6.460.000 70.000

15 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.233.545.000 2.224.388.500 9.156.500

15.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah 81.760.000 77.750.000 4.010.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.760.000 77.750.000 4.010.000

15.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 17.855.000 13.255.000 4.600.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.600.000 - 4.600.000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.255.000 13.255.000 -

15.3 Pelaksanaan Reses 2.133.930.000 2.133.383.500 546.500

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.070.000 4.070.000 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.980.000 1.980.000 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.595.000 3.595.000 -
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Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.625.000 5.078.500 546.500
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000.000 900.000.000 -
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.500.000 22.500.000 -
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 483.750.000 483.750.000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 712.410.000 712.410.000 -

16 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 210.114.000 210.112.821 1.179
16.1 Penyusunan Kode Etik DPRD 210.114.000 210.112.821 1.179
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 210.114.000 210.112.821 1.179

17 | Fasilitasi Tugas DPRD 4.720.392.000 4.695.860.587 24.531.413
17.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.138.645.000 4.138.633.288 11.712
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.138.645.000 4.138.633.288 11.712

17.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 12.515.000 12.076.000 439.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 1.942.666 57.334
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.655.000 1.503.334 151.666
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.355.000 2.170.000 185.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.505.000 6.460.000 45.000

17.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 8.850.000 8.825.000 25.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.850.000 8.825.000 25.000

17.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 560.382.000 536.326.299 24.055.701
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 539.742.000 532.286.299 7.455.701
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.640.000 4.040.000 16.600.000

Total 29.288.815.205 | 29.132.606.206 | 156.208.999 | 99,47
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BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan  Talaud Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi
stakeholders.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Talaud dapat merealisasikan program dan kegiatan Tahun Anggaran
2022 dilihat dari capaian kinerja setiap program dan kegiatan. Keberhasilan
pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi
semua pihak. Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus
diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam
rangka memberikan pelayanan kepada DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Tantangan ataupun kendala yang dihadapi
pada Tahun Anggaran 2022 antara lain karena masih terbatasnya Sumber Daya
Manusia yang berkualitas sehingga pada Tahun Anggaran 2023 dapat dipikirkan
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparatur Sipil Negara
melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bimbingan teknis (Bimtek) Aparatur Sipil
Negara. Diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pemerintahan khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud di Tahun Anggaran Selanjutnya sehingga pencapaian kinerja akan menjadi
lebih baik.

4.2. SARAN
Tantangan kedepan dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja akan
dilakukan pada ruang lingkup sumber daya manusia, standar operasioanal dan
prosedur, sistim informasi, standar pelayanan minimal dan kepuasan masyarakat,
serta sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud. Sehingga yang menjadi saran untuk meningkatkan kinerja di masa
mendatang adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan menyediakan
pedoman/juknis, tata/prosedur pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas

Pimpinan dan Anggota DPRD;
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2) Menyediakan pedoman/juknis tata laksana layanan hak-hak keuangan,
administratif dan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD serta
memberikan motivasi kepada aparatur dalam meningkatkan pelayanan
keprotokolan dan kehumasan kepada Lembaga DPRD;

3) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani pelaksanaan kegiatan
Pimpinan dan Anggota DPRD;

4) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam menunjang

pelayanan fasilitasi terhadap DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melonguane, Januari 2023

PEMBINA TINGKAT |
NIP. 19770915 200212 1 003
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LAMPIRAN
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ARVAN HURUMANI BAWANGUN SH.,MH

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME

Jabatan : Bupati Kepulauan Talaud

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
BUPATI KEPULAUAN TALAUD SEKRETARIS DPRD KAB. KEPL. TALAUD
dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME ARVAN HURUMANI BAWANGUN SH.,MH

NIP. 19770915 200212 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIAT
KABUPATEN KEPULA

DPRD
UAN TALAUD

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | MENINGKATKAN KEPUASAN ANGGOTA | SKOR SURVEY 65%
DPRD TERHADAP KINERJA PELAYANAN | KEPUASAN ANGGOTA
KESEKRETARIATAN DPRD DPRD
PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 19.125.995,732
PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 7.949.065.300
TUGAS
Melonguane, Januari 2022
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME

SEKRETARIS DPRD KAB. KEPL. TALAUD

ARVAN HURUMANI BAWANGUN SH.,MH

NIP. 19770915 200212 1 003




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELLEN DICK SENAEN, SE

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARVAN H. BAWANGUN, SH., MH

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kepl. Talaud

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD KAB. KEPL. TALAUD KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
KESEKRETARIATAN
ARVAN H. BAWANGUN, SH.,MH M
NIP. 19770915 200212 1 003 ELLEN DICK SENAEN, SE

NIP. 19720311 200501 2 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SEKRETARIS DPRD KAB. KEPL. TALAUD

ARVAN H. BAWANGUN, SH., MH
NIP. 19770915 200212 1 003

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA | PERSENTASE AGENDA 75%
PELAYANAN FUNGSI-FUNGSI PEMBAHASAN DEWAN
KESEKRETARIATAN DEWAN YANG TERLAKSANA TEPAT
WAKTU
PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 19.125.995,732
DAERAH
5 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 2.008.549.000
TUGAS
Melonguane, Januari 2022
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

KESEKRETARIATAN

e

ELLEN DICK SENAEN, SE

NIP. 19720311 200501 2 013




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JEFRI BUNGKURAN, SE.,M.Pd

Jabatab : Kepala Bagian Kajian dan Legislasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARVAN H. BAWANGUN, SH., MH

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kepl. Talaud

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022
PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPRD KAB. KEPL. TALAUD KEPALA BAGIAN KAJIAN DAN

LEGISLAS! /

ARVAN H. BAWANGUN, SH., MH JEFRI BUNGKURAN, SE.,M.Pd
NIP. 19770915 200212 1 003 NIP. 19770623 200701 1 008




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | MENINGKATKAN KAPASITAS PERSENTASE PERATURAN 75%
DAN AKUNTABILITAS KINERJA | DAERAH YANG DITERBITKAN
ANGGOTA DPRD TEPAT WAKTU
PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD

1.725.663.000

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD KAB. KEPL. TALAUD KEPALA BAGIAN KAJIAN DAN

ARVAN H. BAWANGUN, SH., MH

NIP. 19770915 200212 1 003

Melonguane, Januari 2022
PIHAK PERTAMA,

LEGISLASI

4f_”/”j§/
JEFRI B KURAN, SE.,M.Pd
NIP. 19770623 200701 1 008




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MIYER PARAPAGA, SH
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Bidang

Pengawasan dan Penganggaran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ARVAN H. BAWANGUN, SH., MH
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kepl. Talaud
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan -evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022
PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPRD KAB. KEPL. KEPALA BAGIAN DUKUNGAN BIDANG
TALAUD PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN

.

ARVAN H. BAWANGUN, SH., MH MIYER|PARAPAGA, SH
NIP. 19770915 200212 1 003 NIP. 19700514 200212 1 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | MENINGKATKAN KUALITAS PERSENTASE TEMUAN 80%
PENGAWASAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN | PEMERINTAH YANG
PEMERINTAH OLEH DPRD DITINDAKLANJUTI OLEH DPRD
TEPAT WAKTU
PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 4.214.853.300,-
TUGAS
DAN FUNGSI DPRD
Melonguane, Januari 2022

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD KAB. KEPL.
TALAUD

ARVAN H. BAWANGUN, SH., MH
NIP. 19770915 200212 1 003

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BAGIAN DUKUNGAN BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN

n

MIYER|PARAPAGA, SH
NIP. 19760125 200701 1 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRANDA INGRIANY PANDEY, S.STP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELLEN DICK SENAEN, SE

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KESEKRETARIATAN DAN PROTOKOL
—
ELLEN DICK SENAEN, SE MIRANDA INGRIANY PANDEY, S.STP

NIP. 19720311 200501 2 013 NIP. 19920511 201206 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
KESEKRETARIATAN

Hi )

ELLEN DICK SENAEN, SE
NIP. 19720311 200501 2 013

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN | PERSENTASE RAPAT 75%
KEMITRAAN KESEKRETARIATAN DEWAN DEWAN YG DI FASILITASI
DAN ANGGOTA DPRD TEPAT WAKTU
2 | MENINGKATKAN KUALITAS SDM PERSENTASE SDM 35%
APARATUR BIDANG KESEKRETARIATAN APARATUR SETWAN YG
DPRD BERSERTIFIKAT KEAHLIAN
3 | MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PERSENTASE SARPRAS 77%
PRASANA DAN FASILITAS PENUNJANG SETWAN DALAM KONDISI
FUNGSI-FUNGS! KESEKRETARIATAN DPRD | BAIK
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH 8.570.000
PADA PERANGKAT DAERAH
2 | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 96.606.000
PERANGKAT DAERAH
3 | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT 635.317.650
DAERAH
4 | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 310.009.818
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
5 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG 652.787.256
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6 | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 487.493.600
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
7 | LAYANAN KEUANGAN DAN 657.225.200
KESEJAHTERAAN DPRD
8 | PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH 13.965.000
Melonguane, Januari 2022

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN PROTOKOL

MIRANDA INGRIANY PANDEY, S.STP
NIP. 15920511 201206 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUSIE S. DACHLAN, S.Pt

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELLEN DICK SENAEN, SH

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
KESEKRETARIATAN DAN PROGRAM
%&W a::’_____
ELLEN DICK SENAEN LUSIE'S. DACHLAN, SPt

NIP. 19720311 200501 2 013 NIP. 19710908 200501 2 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | MENINGKATKAN KUALITAS PERSENTASE RAPAT DEWAN 75%
MANAJEMEN KEMITRAAN YG DI FASILITASI TEPAT
KESEKRETARIATAN DEWAN DAN WAKTU
ANGGOTA DPRD
KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 Perencanaan, Penganggaran dan 41.005.000,-
Evaluasi
2 Administrasi Keuangan Perangkat 16.236,981.208,-
Daerah

PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
KESEKRETARIATAN

Al

ELLEN DICK SENAEN, SE
NIP. 19720311 200501 2 013

Melonguane,

PIHAK PERTAMA,

Januari 2022

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN PROGRAM

LUSIE'SY DACHLAN, SPt

NIP. 19710908 200501 2 007




PERUBAHAN PERJANIJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJUNAIDI ARBIE

Jabatan : Kasubbag Persidangan dan Risalah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JEFRI BUNGKURAN, SE.,M.Pd

Jabatan : Kepala Bagian Kajian dan Legislasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BAGIAN KAJIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN
LEGISLASI DAN RISALAH

/

JEFRI BUNGKURAN, SE.,M.Pd DJUNAIDI ARBIE
NIP. 19770623 200701 1 008 NIP. 19670315 198902 1 003




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | MENINGKATKAN KUALITAS PERSENTASE ANGGOTA DPRD 80%
SDM ANGGOTA DPRD YANG BERSERTIFIKAT PELATIHAN
PENINGKATAN KAPASITAS
SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 PEMBENTUKAN PERATURAN 706.222.000
DAERAH DAN PERATURAN
Melonguane, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN KAJIAN DAN
LEGISLASI

—

JEFR BUN/G’IEI’JRAN. SE.,M.Pd

NIP. 19770623 200701 1 008

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN

DAN RISALAH

S
DJUNAIDI ARBIE

NIP. 19670315 198902 1 003




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GERALDUS C. MAANEMA, SH

JABATAN : Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JEFRI BUNGKURAN, SE.,M.Pd

JABATAN : Kepala Bagian Kajian dan Legislasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BAGIAN KAJIAN DAN LEGISLASI KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN
/ PERUNDANG-UNDANGAN

JEFRI mm. SE.,M.Pd

NIP. 15770623 200701 1 008




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | MENINGKATKAN KUALITAS PERSENTASE ANGGOTA DPRD YANG 80%
SDM ANGGOTA DPRD BERSERTIFIKAT PELATIHAN
PENINGKATAN KAPASITAS
SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 | PENINGKATAN KAPASITAS 980.050.000
DPRD
2 | PELAKSANAAN DAN 39.391.000
PENGAWASAN KODE ETIK
Melonguane, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN KAJIAN DAN LEGISLASI

/

LY

JEFRI 0 URAN, SE.,M.Pd
NIP. 19770623 200701 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : JANUHARDHY R. PALAWE, S.AP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Persidangan dan Penganggaran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MIYER PARAPAGA, SH
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan
Penganggaran

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BAGIAN DUKUNGAN BIDANG KEPALA SUB BAGIAN PESIDANGAN DAN
PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN

MIYER
NIP. 1

PARAPAGA LAWE, S.AP

J
)760125 200701 1 001 <—NIP. 19720117 00312 1 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN | PERSENTASE ASPIRASI
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT | MASYARAKAT YANG
DAN KEGIATAN RESES DITINDAKLANJUTI HINGGA
MENJADI PRODUK HUKUM
DAERAH
KEGIATAN ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN
1 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 254.665.000
2 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN 2.445.117.600
ASPIRASI
MASYARAKAT
Melonguane, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN DUKUNGAN BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN

MIYER PARAPAGA, SH

NIP. 151‘760125 200701 1 001

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN PESIDANGAN

DAN PENGANGGARAN

P =

\;EEUFHARﬁY R. PALAWE, s.

AP

NIP. 19720117 200312 1 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SANTO HARIKATAN, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MIYER PARAPAGA, SH
Jabatan s Kepala Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan
Penganggaran

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, Januari 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BAGIAN DUKUNGAN BIDANG KEPALA SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN PENGAWASAN

\

I
/\

MIYER/PARAPAGA, SH SANTIO HARIKATAN, SE

NIP. 19760125 £00701 1 001 NIP. 19820828 2d{1503 1001






